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Mengingat :

BUPATI PAMEKASAN

PERATURAIT
BI'PATI PAMEKASAN

NOMOR z. ?AIIUN 2Ot4

TENTANG

STANDAR PELAYAITAIT MIIUMAL
BIDANG PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Kepala

Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 20t2
tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang

Penanaman Modal Provinsi dan Kabupatenf Kota, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal

Bidang Penanaman Modal;

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 44371 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang

Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah (I"embaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan

Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor aa38l;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor L26,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor aa34;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO7 tentang Penanaman

Modal (Lembaran Negara Tahun 2OOT Nomor 67, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a72$;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 6t, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4846|;



5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OA9

Nomor Llz, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OA9 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 50a9);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor L50,

Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor a585);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2OA7 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah

KabupatenlKota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OA7 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a7371;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 4l Tahun 2OAT tentang

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2AOT Nomor 89, Tambahan Iembaran Negara

Republik Indonesia Nomor a7al);

10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2AOT tentang Pengesahan,

Pengundangtrn, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-

undangan;

11. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 20OT tentang

Petunjuk ?eknis Penyusunan dan Penetapan Standar

Pelayanan Minimal;

13. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor

11 Tahun 2OO9 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan,

dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang

Penanaman Modal;



14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor

12 Tahun 2OOg tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan

Penanaman Modal;

15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor

13 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Pengendalian

Pelaksanaan Penanarnan Modal;

16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanam€tn Modal Nomor

14 Tahun 2AO9 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan

Penzinan Investasi secara Elektronik;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun

2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Pamekasam Tahun 2OA8 Nomor 4 Seri E);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 23 Tahun

2008 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Daerah

(l..embaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2OA9 Nomor 1

Seri E);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun

2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

(Iembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 2

Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013 (Lembaran

Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 4);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasa.n Nomor 4 Tahun 2010

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Penzinan

Terpadu (kmbaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2010

Nomor 1 Seri D);

2l.Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 20ll tentang Penjabaran

Tugas dan Fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Kabupaten Pamekasan;

22.Peraturan Bupati Nomor 4O Tahun 2071 tentang Pendelegasian

Wewenang Penandatanganan Perizinart Kepada Kepala Kantor

Pelayanan Perizinan Terpadu ;



Menetapkan

MEMUTUSI(AN ;

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN

MINIMAL BIDANG PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

L. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Pamekasan.

Bupati adalah Bupati Pamekasan.

Kantor Pelayanan Peitzinan Terpadu adalah Kantor

Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pamekasan, yang

selanjutnya disingkat KPPT.

Kebijakan Penanaman rnodal adalah serangkaian peraturan

perundang-undangan untuk menciptakan iklim usaha yang

kondusif bagi penanam modal, memperkuat daya saing

perekonomian dan mempercepat peningkatan penanaman

modal di sektor /bidang usaha unggulan di daerah.

Kerjasama Penanaman Modal adalah flasilitasi Pemerintah

Daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara Usaha

Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi dengan pengusaha

tingkat Provinsi I Nasional.

7. Promosi Penanaman Modal adalah kegiatan yang ditujukan

untuk meningkatkan citra Indonesia dan citra daerah

secara khusus, sebagai daerah tujuan pen€maman modal

yang kondusif dan meningkatnya minat akan peluang

penanaman modal Yang ProsPektif.

8. Pelayanan Perizinan Penanaman Modal adalah pemberian

segala bentuk persetujuan untuk melakukan Penanaman

Modal yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah sesuai

kewenangannnya berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

3.

4.

5.

6.



BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM Bidang Penanaman Modal adalah

sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan

kebijakan penanaman modal, kerjasama penanaman modal,

promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal,

pengendalian pelaksanaan penanamarl modal, pengelolaan

data dan sistem informasi penanaman modal serta

penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanarnan modal.

Pasal 3

TUJUAN

SPM Bidang Penanaman Modal adalah

pemahaman dalam rangka mencapai

Bidang Penanaman Modal sampai tahun

Tltjuan ditetapkannya

untuk menyamakan

target penerapan SPM

2014.

BAB III
SPM BIDANG PENANAMAN MODAL

Pasal 4

(1) SPM Bidang Penanaman Modal meliputi pelayanan dasar

beserta indikator kinerja dan target pencapaian sampai

dengan tahun 2Ol4 yang terdiri dari:

a. Kebijakan Penanaman Modal

Tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang

usaha unggulan sampai dengan tahun 2OL4 sekurang-

kurangnya 1 (satu) sektor/bidang usaha per tahun;

b. Kerjasama Penanaman Modal

Terselenggaranya fasilitasi Pemerintah Daerah dalam

rangka kerjasama kemitraan antara Usaha Kecil, Mikro,

Menengah dan Koperasi dengan pengusaha tingkat

Provinsi maupun Nasional 1 (satu) kali per tahun;



c. Promosi Penanaman Modal

Terselenggaranya kegiatan promosi penanaman modal

sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun;

d. Pelayanan Penanamarl Modal

Terselenggaranya pelayanan perizinan dan nonperiainan

bidang penanaman modal yang meliputi:

1. Pendaftaran Penanaman Modal;

2. Izin prinsip Penanaman Modal;

3. Izin Usaha;

4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);

5. Surat Izin Usaha Perdagangarl (SIUP); dan

6. Perpanjangan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing

(rMTA);

e. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan di bidang

penanaman modal;

f. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman

Modal

Terimplementasikannya sistem pelayanan informasi dan

perizinan investasi secara elektronik; dan

g. Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman

Modal

Terselenggaranya sosialisasi kebijakan penanaman

modal kepada masyarakat dunia usaha.

(2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pelayanan Dasar

Bidang Penanaman Modal sesuai dengan SPM yang terdiri

dari jenis pelayanan, indikator kinerja dan target

pencapaian yang telah ditetapkan.



BAB IV
PENGORGANISASIAN

Pasal 5

Bupati bertanggungiawab dalam penyelenggaraan

pelayanan bidang penanaman modal sesuai dengan SPM

Bidang Penanaman Modal yang dilaksanakan oleh KPPT.

Penyelenggaraan pelayanan di bidang penanarnan modal

sesuai SPM Bidang Penanaman Modal sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) secara operasional dikoordinasikan

oleh Pemerintah Daerah.

Penyelenggaraan pelayanan bidang penanaman modal

dilakukan oleh aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah

sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 6

(1) SPM Bidang Penanaman Modal yang ditetapkan merupakan

acuan dalam perencanaan program pencapaian target.

{21 SPM Bidang Penanaman Modal dilaksanakan sesuai dengan

pedoman/standar teknis dan tata cara yang telah

ditetapkan.

BAB VI
PELAPORAN

Pasal 7

KPPT secara periodik menyampaikan laporan pencapaian target

kine{a SPM Bidang Penanaman Modal kepada Bupati serta

memfasilitasi penyusunan laporan Bupati kepada Gubernur,

Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan reformasi Birokrasi.

(u

{21

(3)



BAB VII

PENUTUP

Pasal B

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan

pada tanggal ?€, u.L 2a14

BUPATI PAMEKASAN,

Diundangkan di Pamekasan

pada tanggal 2 .Tunl 2t1{

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN PAMEKASAN,

BERITA DAERAH KABUPATBN PAMEKASAN TAHUN 2014 NOMOR 17

ACHMAD SYAFII


